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I. PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mengejawantahkan maksud UUD RI Tahun 1945 tersebut diperlukan pengaturan-pengaturan kewilayahan secara nasional antara lain pengaturan perbatasan antar negara. Pengaturan batas-batas wilayah negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat. 

Pengelolaan wilayah dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam mengelola pembangunan kawasan perbatasan. 

Sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Indonesia di wilayah darat berbatasan dengan wilayah negara Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste. Sedangkan di Wilayah Laut Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Papua New Guinea, Singapura dan Timor Leste. Di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan Hukum Internasional. 

Cakupan Wilayah Perbatasan terdiri dari Wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yaitu Provinsi Kalimantan Barat mencakup 5 (lima) Kabupaten: Bengkayang, Sintang, Sanggau, Kapuas Hulu, dan Sambas. Provinsi Kalimantan Timur mencakup 3 (tiga) Kabupaten yaitu Malinau, Kutai Barat dan Nunukan. Provinsi Papua mencakup 5 (lima) kabupaten/Kota yaitu: Keerom, Boven Digoel, Pegunungan Bintang, Merauke dan Kota Jayapura. Provinsi Nusa Tenggara Timur mencakup 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kupang, Belu, dan TTU. Untuk perbatasan Laut cakupan wialayah Administrasi terdiri dari Provinsi Sulawesi Utara mencakup 3 (tiga) kabupaten yaitu Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kepulauan Sitaro. Provinsi Riau mencakup 5 (lima) yaitu Bengkalis, Kalelawan, Inhil, Dumai dan Miranti. Provinsi Kepulauan Riau mencakup 6 (enam) kabupaten/kota yaitu Bintan, Karimun, Batam, Natuna dan Anambas. 

Keterisolasian fisik wilayah merupakan akar permasalahan dari ketimpangan/ketertinggalan pembangunan di sebagian besar kawasan perbatasan, khususnya di kecamatan terdepan dan pulau-pulau kecil terluar. Keterisolasian wilayah disebabkan masih belum memadainya sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi. Sebagai ilustrasi, jalan nasional, provinsi, dan kabupaten di kawasan perbatasan pada umumnya menjadi kendala aksesibilitas kawasan perbatasan karena kondisinya yang tidak memadai. Selain itu masih banyak terdapat ruas-ruas jalan di kawasan perbatasan yang belum berstatus sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pengelolaannya. Demikian pula dengan ketersediaan moda transportasi perairan atau kepulauan yang pada umumnya belum layak sehingga membahayakan keselamatan penumpang.

Keterisolasian fisik wilayah menyebabkan kegiatan ekonomi sulit berkembang dan kegiatan sosial masyarkat menjadi terhambat. Keterisolasian fisik menyebabkan pula ketergantunngan masyarakat yang tinggi kepada pelayanan sosial ekonomi di negara tetangga. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan kesenjangan kondisi sosial ekonomi dengan negara tetangga yang pada gilirannya menimbulkan kerawanan dalam aspek pertahanan keamanan nasional.

Untuk mengatasi hal tersebut perlunya suatu skema pendanaan yang diarahkan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan wilayah-wilayah kecamatan terdepan dan kawasan pulau kecil terluar dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah maupun dengan negara tetangga. Walaupun selama ini Pemerintah telah memberikan berbagai upaya melalui kebijakan dan program pembangunan yang bersifat memihak kepada wilayah di kawasan-kawasan perbatasan yang relatif tertinggal, misalnya terdepan dan terluar banyak yang belum tersentuh oleh kegiatan pembangunan karena pembangunan pada umumnya lebih terfokus di wilayah perkotaan atau pusat pertumbuhan.   

DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan (SPKP) TA 2012 difokuskan pada upaya pengurangan keterisolasian fisik wilayah di kecamatan perbatasan dan kawasan pulau kecil terluar berpenduduk. Pelaksanaan DAK SPKP terkait erat dengan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dimana Pembangunan Kawasan Perbatasan merupakan salah satu prioritas dalam Bidang Wilayah dan Tata Ruang pada RPJMN 2010-2014. Terdapat 3 (tiga) fokus pada prioritas bidang pembangunan kawasan perbatasan yang terkait dengan penanganan isu-isu di atas  antara lain: (1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan; (2) Peningkatan pelayanan sosial dasar; dan (3) Penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi. 

Pemanfaatan DAK untuk mengatasi keterisolasian kawasan perbatasan dan pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran jangka menengah dalam RPJMN yaitu meningkatkan kondisi perekonomian kawasaan perbatasan dan pulau kecil terluar dan untuk memberikan kemudahan bagi pelaksana di daerah dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan DAK SPKP disusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK SPKP Tahun 2012.

II. TUJUAN DAN SASARAN
Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK SPKP Tahun 2012. Adapun Tujuan, Sasaran dan Ruang lingkup DAK SPKP Tahun 2012, adalah:

A. Tujuan

Mendorong terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, khususnya terkait dengan pengembangan aksesibilitas untuk membuka keterisolasian wilayah, berupa pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana transportasi meliputi jalan, dermaga, dan moda transportasi air.


B. Sasaran

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi di kawasan perbatasan melalui pembangunan/rehabilitasi jalan dan dermaga serta moda transportasi perairan/kepulauan untuk daerah yang berbatasan dengan negara tetangga. 
C. Ruang Lingkup

Nama Program adalah Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan, dengan 3 (tiga) Kegiatan meliputi:

1. Pembangunan/peningkatan kondisi permukaan jalan di luar jalan yang berstatus jalan provinsi dan kabupaten/kota yang menghubungkan antar desa dan antar kecamatan perbatasan, serta yang menghubungkan pusat permukiman dan antar produksi di kecamatan perbatasan atau kawasan pulau kecil terluar berpenduduk dengan pusat pelayanan jasa, dan distribusi;

2. Pembangunan/rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu di kecamatan perbatasan atau kawasan pulau kecil terluar berpenduduk; dan

3. Moda transportasi perairan/kepulauan di kecamatan perbatasan atau kawasan pulau kecil terluar berpenduduk untuk mendukung mobilisasi angkutan orang dan barang.

III. INDIKATOR DAN CAPAIAN SASARAN
A. Penentuan indikator dan capaian sasaran program/kegiatan
Dalam menentukan indikator dan capaian sasaran, perlu diperhatikan hal-hal antara lain:
1. Penerapan pendekatan prestasi kerja dan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis.

2. Tolok ukur ditentukan untuk masing-masing program dan kegiatan.

3. Target kinerja terukur dan rasional dengan satuan ukuran seperti jumlah desa, luas wilayah, jumlah penduduk dan panjang garis batas kecamatan.

4. Disesuaikan dengan sarana dan prasarana jalan, dermaga kecil atau tambatan perahu, dan transportasi perairan atau kepulauan.

5. Memiliki kaitan logis dengan capaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan (RPJMD).

6. Satu indikator capaian sasaran kegiatan memiliki satu target sasaran keluaran (output) dan satu hasil (outcome).

7. Besaran alokasi yang diterima.

8. Rasio luas wilayah kecamatan/desa perbatasan dan jumlah penduduk, serta panjang garis batas. 

9. Indikator dan capaian sasaran kegiatan disusun hanya sampai dengan hasil (outcome) dan tidak diperkenankan menggunakan ukuran secara kualitatif.

10. Indikator   dan   capaian   sasaran   tersebut   digunakan   sebagai   dasar mengevaluasi kinerja pelaksanaan.

11. Dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD sebagai rencana penggunaan dan dasar pelaksanaan.

Contoh
: penyusunan indikator, tolok ukur dan target kinerja untuk kegiatan moda transportasi perairan/kepulauan guna mendukung mobilisasi angkutan orang dan barang.
Program   : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan.

Kegiatan  
: Moda Transportasi Perairan/Kepulauan.
	No.
	Indikator
	Tolok Ukur Kinerja
	Target Kinerja

	a.
	Capaian Program
	Tersedianya moda transportasi perairan/ kepulauan yang memenuhi standar SPKP.
	….... %  

 (diisi  dengan prosentase sesuai capaian target kinerja dalam RPJMD)

	b.
	Masukan/input (kegiatan)
	Jumlah    alokasi    kegiatan moda transportasi perairan/ kepulauan.
	Rp


(diisi dengan jumlah rupiah)

	c.
	Keluaran/output (kegiatan)
	Tersedianya moda transportasi perairan/ kepulauan.
	......... unit  

(diisi dengan jumlah unit moda transportasi)


	d.
	Hasil/outcome (kegiatan)
	Berfungsinya moda transportasi perairan/ kepulauan
	....... %  

(diisi  dengan prosentase       berfungsinya moda transportasi perairan/kepulauan untuk mendukung mobiltasi angkutan orang dan barang)


B. Perencanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan
Dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kawasan perbatasan, lebih efektif apabila dilakukan dengan perencanaan strategis dan secara berkelanjutan atau menggunakan pendekatan Medium Term Expenditure of Framework (MTEF).
Hal tersebut dilakukan dengan menyusun capaian sasaran tahunan berikut rencana perkiraan maju (forward estimate) sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun anggaran yaitu: tahun n, tahun (n+1) dan (n+2).
Pencantuman indikator dan capaian sasaran untuk rencana tahun n s/d n+2 yang bersifat indikatif secara teknis dituangkan dalam RKA-SKPD kegiatan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan dimaksud.

IV. TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN.
A. Perencanaan dan Pemprogaman

1. Tingkat Pusat

a. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Pemerintahan Umum, melakukan pembinaan teknis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Perbatasan dalam proses penyusunan Rencana Kegiatan dalam bentuk pendampingan dan konsultasi; serta melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulan Rencana Kerja dan perubahannya terkait kesesuaiannya dengan prioritas nasional.

b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan  memberikan masukan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam perumusan kriteria teknis, penyediaan data teknis, dan penyusunan indeks DAK SPKP.

2. Tingkat Kabupaten

a. Berdasarkan penetapan alokasi DAK Tahun 2012, Bupati penerima DAK SPKP Tahun 2012 membuat rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pemanfaatan DAK SPKP Tahun 2012 secara partisipatif dengan tetap menjaga/memenuhi kriteria prioritas nasional;
b. Penyusunan Rencana Kegiatan harus memperhatikan tahapan penyusunan program, penyaringan, dan penentuan lokasi kegiatan yang akan ditangani, penyusunan pembiayaan, serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku.

c. Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) DAK SPKP Tahun 2012 yang diusulkan perubahannya dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.

B. Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan DAK SPKP untuk setiap jenis prasarana adalah sebagai berikut:

1. Prasarana Jalan

a. Pengelolaan prasarana jalan dilakukan oleh Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum atau Badan Perbatasan Daerah bagi yang telah membentuk.

Pembangunan/rehabilitasi prasarana jalan melalui DAK SPKP harus disinergikan dengan program pembangunan sarana dan prasarana lainnya, khususnya dengan program pembangunan jalan kabupaten, provinsi, dan nasional. 
b. Tahapan penanganan jalan non status dalam pemanfaatan DAK, meliputi Kegiatan Pemrograman dan Penganggaran terdiri:

1) Penyusunan Daftar Ruas Jalan, Tahap awal yang perlu dipersiapkan oleh pelaksana Pemerintah Kabupaten adalah menyusun daftar luas jalan no-status sesuai form data dasar prasarana jalan dan jembatan. 

2) Penyusunan Daftar Ruas Jalan Prioritas, Penyusunan ruas jalan prioritas jalan nonstatus Kabupaten dengan mempertimbangkan aspek-aspek, sebagai berikut: (1). Sesuai dengan kebijakan nasional, yaitu membuka keterisolasian wilayah-wilayah desa/kecamatan perbatasan sehingga dspat memberikan akses keluar masuk orang dan barang; (2). Penanganan jalan nonstatus bersifat integratif dengan ruas-ruas jalan lain seperti jalan Kecamatan, jalan Kabupaten, jalan Propinsi, dan jalan Nasional; (3). Pemilihan ruas jalan diprioritaskan untuk membuka akses Jalan ke daerah potential, daerah terisolir, terpencil, dan daerah rawan bencana; dan (4). Penyusunan Program Penanganan, Penyusunan Program Penanganan ditentukan oleh tingkat kebutuhan dan  aksesibilitas pada wilayah tersebut.

c. Penyusunan Rencana Kegiatan (RK)

1)  Penentuan program penanganan jalan nonstatus Kabupaten:

· Melakukan survei untuk menentukan kondisi ruas jalan 

· Penentuan program/kegiatan penanganan suatu ruas jalan nonstatus atas dasar hasil survei yang berisikan data-data.  

2)  Rencana kegiatan berisikan informasi-informasi:

· Jenis Kegiatan: Kegiatan pembangunan,peningkatan dan rehabilitasi serta penggantian/pembangunan jembatan

· Tujuan/sasaran: Usulan ruas mengacu kepada kebijakan nasional di bidang perbatasan dan sesuai juknis.

· Volume: Panjang (Km), lebar (m), panjang efektif (km), dan panjang  fungsional (km)

3) Perencanaan Teknis Jalan Non Status, Perencanaan Teknis Jalan nonstatus didasarkan pada standar dan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

4) Pelaksanaan Konstruksi Jalan Non status, Pelaksanaan Konstruksi Jalan nonstatus didasarkan pada standar dan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

5) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan mengacu kepada ketentuan didalam peraturan perundangan terkait.

6) Penilaian Kinerja, meliputi:

· pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam juknis akan berakibat negatif terhadap pencapaian kegiatan.

· Kinerja penyelenggaraan DAK SPKP akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK tahun berikutnya.

· Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK SPKP dikenakan sanksi  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Kegiatan peningkatan jalan merupakan kegiatan penanganan jalan yang dapat berupa peningkatan/peningkatan struktur atau peningkatan kapasitas lalu lintas berupa pelebaran jalur lalu lintas. Pekerjaan peningkatan jalan non status adalah berupa peningkatan jalan tanah, jalan setapak ke jalan kerikil/jalan aspal atau dari jalan kerikil/agregat ke jalan aspal.

e. Untuk Kegiatan pembangunan jembatan meliputi perbaikan railing, perbaikan kerusakan pada jembatan (pilar, abutment, penahan erosi dan perlindungan gerusan pada pondasi).

f. Kegiatan Penggantian jembatan yaitu pekerjaan mengganti bagian elemen atau struktur yang telah mengalami kerusakan berat dan tidak berfungsi serta kadang-kadang bagian struktur juga diganti termasuk bagian-bagian sekunder atau elemen pengaku dsb.

g. Pembangunan jembatan meliputi pekerjaan yang menghubungkan 2 ruas jalan yang terputus akibat adanya rintangan atau pemindahan lokasi jembatan mulai dari pekerjaan fondasi, bangunan bawah dan bangunan atas.

h. Untuk keberlanjutan pemanfaatan sarana dan prasarana, pemerintah daerah harus menyatakan komitmennya untuk membiayai pemeliharaan jalan.

i. Daerah penerima DAK SPKP wajib menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK SPKP yang diterimanya.

j. Penyediaan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.

k. Penyaluran DAK SPKP Tahun 2012 disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat cq. Kementerian Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah (Kabupaten) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.
2. Prasarana Dermaga/Tambatan Perahu 

a. Dermaga (Tambatan Kapal/Perahu)

1) Pembangunan dermaga kecil atau tambatan perahu serta penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan dilakukan oleh Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum atau Badan Perbatasan Daerah bagi yang telah membentuk.

2) Dalam rangka operasionalisasi dan pemeliharaan moda transportasi perairan/kepulauan, Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum atau Badan Perbatasan Daerah bagi yang telah terbentuk, menunjuk Badan Usaha Milik Desa atau organisasi masyarakat setempat yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengoperasionalisasikan dan melakukan pemeliharaan moda tersebut.

3) DAK SPKP tidak dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi moda transportasi perairan/kepulauan serta kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan pengadaan moda transportasi tersebut. Untuk keberlanjutan pemanfaatan sarana dan prasarana, pemerintah daerah harus menyatakan komitmennya untuk membiayai operasionalisasi moda transportasi sesuai masa umur ekonomis. Biaya operasional dan pemeliharaan moda trnasportasi disediakan oleh daerah yang bersangkutan melalui sumber pembiayaan daerah lainnya;

b. Pengertian

Tambat kapal/perahu merupakan tempat untuk menambatkan atau menyandarkan kapal/perahu dengan fungsi untuk membuka keterisolasian antara pulau sehingga diharapkan akan terjadi interaksi ekonomi di antara pulau-pulau kecil.

c. Persyaratan Umum

Tambat kapal/perahu dibangun setelah mendapat rekomendasi dari kantor pelabuhan/administrasi pelabuhan terdekat untuk keselamatan pelayaran.

d. Spesifikasi Teknis

1) Spesifikasi teknis tambatan kapal/perahu:

· Bentuk dan Ukuran Tambatan Kapal/Perahu, Bentuk dan ukuran tambatan disesuaikan dengan pasang surut           dan kedalaman serta draft kapal dengan tipe tambatan kapal;
· tipe marginal dibuat sejajar garis pantai tanpa terestle karena kedalaman perairan di muka daratan telah mencukupi;

· tipe finger dibuat tegak lurus pantai untuk dapat disandari di dua sisinya (pakai atau tidak pakai terestle);

· tipe T dan L, dibuat dengan menggunakan terestle karena kedalaman perairan yang sesuai dengan draft kapal jauh dari pantai dengan panjang, lebar dan kedalaman tambatan kapal ditentukan berdasarkan hasil survey kedatangan kapal (perahu) yaitu survey asal dan tujuan kapal (perahu) yang mengkin berlabuh dan bertambat di lokasi dimaksud. Perhitungan panjang tambatan kapal/perahu:

· panjang tambatan kapal = n (1,1 L)

· n
= jumlah kapal (perahu)

· L
= panjang perahu.

2) Kedalaman Kolam Pelabuhan

· Kedalaman dari dasar kolam ditetapkan berdasarkan sarat maksimum (maximum draft) kapal yang bertambat ditambah dengan jarak aman (clearance) sebesar (0,8 – 1,0 m) di bawah lunas kapal, dihitung dari MLWS;

· Titik Nol lantai tambatan kapal diambil berdasarkan referensi tabel  pasang surut yang ada di pelabuhan terdekat (tabel DISHIDROS), dengan angka keamanan + 70 cm diatas pasang; dan

· Apabila referensi data pasang surut yang diambil dari pelabuhan terdekat, ternyata jarak lokasi yang dimaksud dengan pelabuhan referensi masih tidak signifikan, maka dalam rangka akurasi data pasang surut disarankan untuk dibuat data pasang surut di lokasi yang direncanakan.

e. Daerah penerima DAK SPKP wajib menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK SPKP yang diterimanya.

f. Penyediaan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.

g. Penyaluran DAK SPKP Tahun 2012 disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat cq. Kementerian Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah (Kabupaten) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

3. Moda Transportasi Perairan/Kepulauan

a. Penyedian moda transportasi perairan atau kepulauan dilakukan oleh Dinas yang membidangi perhubungan di kabupaten.
b. Moda transportasi tersebut terdiri dari Speed Boat dan Alat Komunikasi. Speed Boat adalah kapal dengan ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan orang dan barang yang akan diangkut serta kondisi topografi perairan/pesisir. Speed Boat tersebut mempunyai fungsi utama untuk mengangkut orang dan barang ke wilayah terisolir sekaligus memberikan akses masuk kepada wilayah tersebut. 

c. Spesifikasi Teknis: 
1) Bahan/Material, Bahan atau Material dapat berupa alumunium atau fibreglass atau kayu yang disesuaikan dengan ketersediaan material di lokasi kabupaten/kota setempat dengan mempertimbangkan tingkat ketepatan, daya jelajah dan tingkat ketahanan/keawetan yang memadai sesuai kebutuhan dan kondisi perairan setempat.

2) Mesin Penggerak, Mesin penggerak untuk speed boat, besar (ukuran/kapasitas) dan jenisnya (in board/out board) menyesuaikan dengan material/bahan body speed boat sehingga dapat memenuhi kecepatan yang memadai sebagai speed boat.
3) Kelengkapan Speed Boat:

a) alat navigasi yang sekurang-kurangnya mampu untuk menentukan arah, posisi serta kedalaman laut yang berupa : kompas, GPS dan depth sounder, peta perairan Indonesia (sesuai wilayah pengawasan).
b) alat komunikasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak lain secara langsung dengan menggunakan suara (radio komunikasi, horn, sirene, megaphone, VHF Marine Radio (2-meteran, handy talkie) maupun tidak langsung dengan menggunakan isyarat (bendera merah putih).

· sistem penerangan, sistem penerangan yang digunakan untuk speed boat pengawasan terdiri dari: lampu kabin lampu navigasi (merah+hijau), lampu sorot dan lampu putar sesuai standar kapal pengawas.

· Penanda Speed Boat. 

c) Logo Pemerintah Daerah yang bersangkutan yang ditempatkan pada bagian luar kanan dan kiri dinding anjungan.

d) Nama kapal diambil dari nama jenis ikan yang memiliki makna kewibawaan, kekuatan dan ketangguhan. Nama kapal perikanan ditulis dengan huruf kapital jenis Arial, ditempatkan pada dinding luar lambung kanan dan kiri buritan kapal dengan cat warna putih.

d. Daerah penerima DAK SPKP wajib menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK SPKP yang diterimanya.
e. Penyediaan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.

f. Penyaluran DAK SPKP Tahun 2012 disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat cq. Kementerian Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah (Kabupaten) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.
C. Koordinasi

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan DAK SPKP, diperlukan koordinasi teknis secara berjenjang berdasarkan tugas dan tanggungjawab masing-masing, yaitu Menteri membentuk:

1. Koordinasi Tingkat Pusat

Koordinasi dalam pelaksanaan tingkat pusat dilaksanakan oleh masing-masing unit yang bertanggungjawab dalam kegiatan DAK SPKP antara lain:

a. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas mengkoordinasikan kebijakan Dana Alokasi Khusus agar sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun yang akan datang sehingga terjadi integrasi antara prioritas nasional dan kebutuhan daerah, khususnya di daerah perbatasan.

b. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah melakukan koordinasi terhadap penyusunan Juknis pelaksanaan Dana alokasi Khusus.

c. Kementeian Keuangan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka menyusun kriteria khusus untuk mendapatkan indeks daerah yang termasuk dalam kategori daerah perbatasan anatar negara serta koordinasi terhadap pelaksana masing-masing Kementerian/Lembaga.

d. Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretariat Jenderal melakukan koordinasi perumusan kebijakan serta penyelenggaraan DAK SPKP.

e. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Pemerintahan Umum adalah unit pelaksana Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan yang melakukan koordinasi penyusunan Juknis DAK SPKP beserta pelaksanaannya.

2. Koordinasi Tingkat Kabupaten

a. Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum atau Badan Perbatasan Daerah bagi yang telah membentuk bertanggung jawab dalam merencanakan penentuan lokasi dalam penempatan sarana dan prasarana serta melakukan sinkronisasi kegiatan Dana Alokasi Khusus dengan berbagai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang mendukung upaya pengurangan keterisolasian kecamatan perbatasan atau kawasan pulau kecil terluar berpenduduk.

b. Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum atau dengan istilah lainnya yang telah ditetapkan oleh Bupati melakukan koordinasi dengan Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum atau Badan Perbatasan Daerah bagi yang telah membentuk di tingkat kabupaten sebelum melakukan pengalokasian/penempatan sarana dan prasarana yang akan diberikan kepada masyarakat.  

c. Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum atau Badan Perbatasan Daerah bagi yang telah membentuk bertanggungjawab melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK SPKP di daerah sejak dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan, serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan dengan SKPD lain terkait di kabupaten dan provinsi;

d. Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum atau Badan Perbatasan Daerah bagi yang telah membentuk bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan (fisik dan keuangan) yang dibiayai dari DAK SPKP.

D. Alokasi DAK SPKP Tahun 2012

	NO
	KABUPATEN
	ALOKASI (Rp)

	1
	Bengkayang
	4.532.650.000

	2
	Kapuas Hulu
	14.392.350.000

	3
	Sambas
	11.679.800.000

	4
	Sanggau
	4.766.580.000

	5
	Sintang
	5.181.990.000

	6
	Kutai Barat
	3.970.460.000

	7
	Malinau
	7.021.500.000

	8
	Nunukan
	13.350.610.000

	9
	Belu
	7.048.960.000

	10
	Kupang
	4.407.540.000

	11
	Timor Tengah Utara
	8.910.0910.000

	12
	Merauke
	7.388.210.000

	13
	Keerom
	7.586.700.000

	14
	Pegunungan Bintang
	13.230.780.000

	15
	Boven Digoel
	7.916.960.000

	TOTAL
	121.385.000.000


V. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK SPKP tahun 2012 di daerah mengacu kepada Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, Menteri  Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor: 0239/M.PP/11/2008, SE 1722/MK07/2008, 900.3556/SJ tanggal 21 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus. Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. Tahap persiapan 

a. Usulan sampai dengan Rencana Kegiatan

b. Kesesuaian Rencana Kerja dengan Program Prioritas Nasional

2. Tahap Pelaksanaan

a. Kesesuaian pekerjaan dengan Rencana Kerja

b. Kesesuaian hasil dengan NSPM

c. Pencapaian Sasaran

3. Tahap Pelaporan

a. Tingkat kepatuhan

b. Substansi laporan sesuai format dalam Surat Edaran Bersama terkait Monitoring dan Evaluasi.
4. Tahap evaluasi

a. Evaluasi dampak dan manfaat

b. Evaluasi Kinerja

VI. PELAPORAN

1. Pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK SPKP berisi gambaran hasil pelaksanaan kegiatan yang memuat target dan realisasi pencapaian sasaran keluaran (output) dan hasil (outcome).
2. SKPD pelaksana menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan (progress) setiap triwulan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Badan Pengelola Perbatasan di tingkat kabupaten yang berisikan laporan yang memuat terget dan realisasi pencapaian sasaran keluaran dan hasil pelaksanaan DAK.

3. Bupati yang menerima DAK SPKP Tahun 2012 menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan (progress) setiap triwulan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Sekretaris Jenderal.

4. Kelalaian dalam penyampaian laporan triwulanan menjadi pertimbangan dalam pengalokasian DAK Tahun Anggaran berikutnya.

VII. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. DAK SPKP harus sinergis dengan kegiatan terkait lainnya, agar pencapaian Prioritas Nasional RPJMN 2010-2014 dapat terwujud, dengan demikian diperlukan kebijakan dan program berbentuk keberpihakan (affirmative action) bagi pemutusan keterisolasian pembangunan kawasan perbatasan, sehingga terwujud peningkatan akses masyarakat perbatasan terhadap pelayanan ekonomi dan sosial dasar.

2. DAK SPKP tidak boleh dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kegiatan tersebut, serta kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan pengadaan sarana prasarana kawasan perbatasan.

3. Biaya operasional dan pemeliharaan sarana prasarana kawasan perbatasan disediakan oleh daerah yang bersangkutan melalui sumber pembiayaan lainnya.

4. Apabila terdapat sisa dana dalam penyediaan  sarana prasarana kawasan perbatasan maka daerah dapat memanfaatkan sisa dana tersebut untuk kegiatan yang menunjang kegiatan tersebut.

VIII. PENUTUP

Lampiran Petunjuk Teknis ini agar menjadi pedoman dalam pengelolaan DAK SPKP Tahun Anggaran 2012. 

	MENTERI DALAM NEGERI,

ttd
GAMAWAN FAUZI


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

ttd
ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Pembina Tk.I (IV/b)
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